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BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TENGAH

o - PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 46 TAHUN 2017

. TENTANG AR

PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH A ;, o
MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH o

N ,_D’EN:GAN‘ RA‘HMA"I%‘.TUHANA YANG MAHA ESA"'-Vb
| BUPATIKARANGANYAR, '

bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemenntahr;}‘i: s
| ’b.'Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendxdlkan
':."dlsebutkan v bahwa Pendanaan Pendldlkan menjadl

_tanggung Jawab bersama antara Pemerlntah Pemerlntah o

o v-vv,‘»’Daerah dan Masyarakat LR SR

. bahwa Penyelenggara Pendldlkan SMA/ SMK/ MA adalah“’.‘ L

| Pemermtah Prov1n31 dan Pernerlntah namun dana yang

| ~ tersedia belum mampu ; menutup operasmnal

| penyelenggaraan pend1d1kan d1 Kabupaten Karanganyar, o

lbibahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraanvj{:"}; o

| pendldlkan d1 Kabupaten Karanganyar khususnya:.j
‘:’.vpelaksanaan rmtlsan Prograrn Wajlb Belajar 12 (dua
' belas) tahun maka perlu membcrlkan dana operamonal"z“”v'; .

- bbbbagl penyelenggaraan Pendldlkan d1 tlngkat{_i:'»_f: " L

o -\SMA/ SMK/MA d1 Kabupaten Karanganyar sebagali’_z’:g’v‘- - ~1' Co

| bentuk smergl dengan Pemcrmtah Provm51 sebagal e

| ""“3"vpenyelenggara Pendldlkan Menengah dan Ke_;uruan o

.':'bahwa | berdasarkan» pertlmbangan sebagalmana’iﬂ,

:'dlmaksud dalam huruf a, huruf b dan humf c perlu' Av =



Merigingat A

menetapkan Peraturan Bupati ' tentang Pedoman
Penyaluran Dana Pendidikan bagi Siswa Sekolah
Menengah Atas / Sekolah Menengah KeJuruan/ Madrasah
Ahyah

Undang-Undang Nomor 13 'I‘ahun 1950 tentang

~~ Pembentukan =~ Daerah- daerah Kabupaten dalam‘

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

‘Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang

’ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia _‘ ‘
' Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
' Repubhk Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

3Indonésia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran - |

" Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan =~ Peraturan Perundang-undangan

(Lembai‘an Negara. Republik Indonesm Tahun 2011

~Nomor 82, Tambahan Lembaran ‘Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5234);

. Undang—Undang __Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran- Negara Republik.

‘ Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran i
: Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587), sebaga1mana '

telah  diubah  beberapa kah '_ terakhir dengan-_

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tehfang’

‘Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia
Nomor 5679); |

‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesxa Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan Lernbaran :

| Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentnag

‘Standar Nasional Pendidikan - (Lembaran Negara



s

¥ :.!;Repubhk Indonema Tahun 2005 Nomor 41 ’I‘arnbahan;,ff.;

Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan “atas o

Indones1a Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran ) e

'.'Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4496),'4\:'*]»

R sebagalmana telah dlubah dangan Peraturan Pemrmtah '_i;}_f‘ e

.»-Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tnetnag:ﬁ‘_‘
rstandar Nas1ona1 Pendldlkan » (Lembaran Negara'*' - v
.Republlk Indoen81a ’I‘ahun 2013 Nomor 71, Tambahan‘:

' “Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5410) S

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang o

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgarab-v;-vj‘
o ‘Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan" ‘
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nornor 4575] o |
Peraturan Pemermtah Nomor 2 'I‘ahun 2012 tentangv ki

'-'_‘_‘_Hlbah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republlkb ; 1

B ‘Negara Republlk Indone81a Nomor 5272)

uv.lvO'."Peraturan Pemermtah Nomor 48 Tahun 2008 tentang |

'_.Pendanaan Pendldlkan (Lembaran Negara Repubhk»'

| 'Indonema Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran y

B '}N egara Repubhk Indone31a Nornor 4864)

1L

: ;‘Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldlkan (Lembaran L

Peraturan Pernermtah Nomor 1'7 Tahun 2010 tentang

: _*Negara Repubhk Indonesm Tahun 2010 Nomor 23

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor

E Pemerlntah Nomor 66 ‘Tahun 2010 tentang Perubahan;_fi};lf-'f""_.’f,:;iﬂ"‘v- .

- ".‘.:tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldlkan"’;"':;,'_‘:

12,
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Déverahv .

i 'sebagalmana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan o

'5105), sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan-l-:-.
:atas Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010"

o :(Lembaran Negara Republlk Indone31a Tahun 2010’“_} -
) ’_FZNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ ;,
| Indoneswl Nornor 5157), e o

.Peraturan Menten Dalam Nornor 13 Tahun ‘2,0#(“)6,": ST

B Peraturan Menteri Dalam Negerl Nornor 21 Tahun 20113;"-7' s
| ', tentang Perubahan Kedua f' Atas Peraturan Menterl'_ S

'}vf,'-Dalam Negen Nomor 13 Negerl Tahun 2006 tentang{' »



3 :'Mehét}apk;an e

o 'bPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Benta Negarai.__

’} Yv'rRepubhk Indonesxa Tahun 2011 Nomor 310),

13,
btentang Pedoman Pembenan Hlbah dan Bantuan Sosxalﬁf' d
l »yang bersumber dar1 Anggaran Pendapatan dan’ Belanja LT v
. Daerah, sebagalmana telah dlubah beberapa kali, -

-v;‘vterakhlr dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor“:c»',b{ .

Menterz Dalam Neger1 Nomor 32 ’I‘ahun 2011 tentang‘; 1

tentang Pedoman Pemberlan Hlbah dan Bantuan Sosxal R

*Peraturan Mcnterl Dalam Negen Nomor 32 Tahun 20115“‘? ER

14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan::,"x.: -

Pedoman Pemberlan Hlbah dan- Bantuan Sosial yang_.,.tf.
| | Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja; S

""Peraturan Bupau Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 R

B yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja

o Daerah (Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun‘ -

o 2016 Nomor 55), o

B ME‘MUTUSKAN.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN» |
DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH =
- ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH,[_‘-‘ B

A }'ALIYAH

| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  f : Dalarn Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan .
2.

f'_Pernermtahan Daerah yang rnermmpm pelaksanaan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar .

vPemerlntah Daerah sebagal o unsur penyelenggara

urusan pemermtahan yang men_]adl kewenangan daerah

3 otonom

- Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar



Dana pendidikan adalah sumber daya keuahgan yang -

disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola L

- pendidikan.

10.

11,

12.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa_uban N

- daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai  dengan uang termasuk}‘
dldalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajlban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya dxsmgkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
Pejabat - Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya :
dlslngkat PPKD adalah kepala satuan ker_]a pengelola

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan ,

'pengelolaan APBD dan bertmdak sebagal bendahara |

umum daerah. » v

Perangkat Daerah Pengelola Keuangan ‘Daerah yang
se'Ianjutnya disingkat PD-PKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah . Daerah yang melaksanakan -
pengelolaan APBD. | :
Dinas Pendldlkan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendldlkan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Tim An‘ggaran’ Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daérah dan dipirnpin oleh sekretaris
daerah yang rnempunyal tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebljakan kepala daerah dalam rangka |

'penyusunan APBD yang anggotanya tcrdm dari pejabat

‘perencana daerah PPKD dan pe_]abat lainnya sesuai.

dengan kebutuhan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanJutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan

anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

‘Aset Daecrah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara

Umum Daerah.




13
- | ’dlsmgkat DPA SKPD merupakan dokurnen yang memuat.; ! | o
},i .pendapatan dan belanja setlap SKPD yang dlgunakan}‘

’}pemermtah daerah kepada pemerlntah atau masyarakat’a
~ dan orgamsam kemasyarakatan, yang secara spesifik =~

2 ”vvv"telah dltetapkan peruntukannya ber31fat tldak wajib dan T

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya i

o sebagal dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran o

L 14 Hibah - adalah pembenan uang/barang atau jasa dari

tidak menglkat serta tldak terus menerus yang'

bbertujuan untuk menun_]ang penyelenggaraan urusan MBS

| Pemerlntah Daerah

'5 13,
. ;,‘NPHD adalah naskah perjan_]lan Hlbah Yang bersumber S

e .16.

Naskah Per_]an_]lan Hlbah Daerah selanjutnya dlslngkat .

| *“'_darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
vPemenntah Daerah dengan penerlma Hlbah o ,
'Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah

S j:Menengah KeJuruan (SMK), dan Madrasah Ahyah o1a).

T

Penyelenggara Sekolah adalah Pemermtah/ Pemermtah "

Daerah Pr0v1n31 atau Masyarakat penyelenggara dan'

| penanggung Jawab Sekolah

| ) BABII AT
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP |

Pasal 2 _" .

» TuJuan pernberlan Dana Pendldxkan adalah

L a.

B pendldlkan sehmgga rnemxmmahsw Angka Puius Sekolah o

dalam rangka mcndukung pendanaan yang dlbUtUhkan_v:; ‘. E
oleh Penyelenggara Sekolah : untuk membenkan-'
: Pend1d1kan yang ‘baik dan ter_}angkau, dan - SRR

.vmermgankan beban rnasyarakat dalam pendanaan‘ L

Codi Daerah dan menlngkatkan Angka Partlslpa31 Kasar'f' v-

I (APK)

Pasal 3

] Ruang hngkup Pemberxan Dana Pendldlkan adalah

a. SMA/ SMK yang dlselenggarakan Pemerlntah Prov1ns1 e

,‘ v _v '_.'b MA yang dlselenggarakan Pemermtah dan



Tt o

c. SMA / SMK/ MA yang dlselenggarakan Masyarakat

dan bcrada ch Daerah

o BAB III ,
SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 4

o (1) Sumber Dana Pendldlkan berasal dan APBD

| ""v‘i-'(2) Dana Pend1d1kan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

. dlsalurkan melalm rnekamsrne Hlbah

b

Pasal 5 L }, V, o

o }(1) Hlbah sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dap at berupa L
o uang, ‘barang, atau Jasa '

Pemerlntah Daerah dapat memberlkan Hlbah sesua1

kemampuan keuangan Daerah

Pernberlan beah sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) ,

'memenuhl krltena palmg Sedlklt | _
peruntukannya secara spesﬁik telah dltetapkan
ber31fat tldak Wajlb tldak menglkat atau tldak secara .

: terus menerus setlap tahun anggaran dan sesuar

1 v"kemampuan Keuangan Daerah kecuah dltentukan .

vlaln oleh Peraturan Perundang-undangan, | o
memberlkan n11a1 manfaat bagl Pemermtah Daerah"g.*r”‘ L

dalarn mendukung terselenggaranya fungsx -

“pemermtahan pembangunan, , dan kemasyarakatan,' ’

"dan”_ o

“memenuhi persyaratan penerima hiba_h'-."’

| BAB IV _,
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

(1) Dana Pendldlkan sebagalmana d1rnaksud Pasal

o d1alokas1kan | guna mendukung pemenuhan blayaj' },

operaswnal non personaha dan pemblayaan lamnya e

- >untuk mendukung proses pembelajaran o




@ 2 Dana Pendldlkan dllarang untuk memblayal keglatan;:

yang sudah d1b1aya1 dar1 Anggaran Pendapatan dan o

}Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja BT

: Daerah Provm31 dan / atau sumber dana lamnya

- ;(3)‘ ,Sepanjang berkaltan dengan pelaksanaan tekms Kepala o

- D1nas dapat menyusun Petunjuk Teknis bag1 penyaluran ’ 5‘ o

: dan pelaksanaan Dana Pendldlkan

BAB V
ALOKASI DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

S (1) :, _Dana Pendldlkan dlalokaSIkan sesual Jumlah siswa yang

j dlhltung berdasarkan jumlah 31swa pada tahun pelajaran - e

| .'»v‘iberkenaan sesuai Data Pokok Pendzd1kan Dasar dan
| Menengah (Dapodlkdasmen) | e
@ Besaran ' aloka31 Dana Pendldlkan ' sebagalmana, :

.dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan o

| Bupatl berdasarkan usulan Kepala Dlnas '

BAB i |
R PERSYARATAN USULAN. SELEKSI, PENETAPAN
R PENCAIRAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN I—IIBAH

Baglan Kesatu '

Persyaratan Sekolah Penerlma Dana Pendldlkan : o

Pasal 8

(1) Sekolah Penenma Dana Pendldlkan Wajlb memenuh1 S

; 'syarat sebaga1 berlkut

Coa. mem111k1 Keputusan Pendlrlan Sekolah dan pejabat L

yang berwenang (bagi Sekolah Neger1) atau 1z1n .

| operasmnal (bag1 Sekolah Swasta),

vb memlhkl Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan =

| Pe_]abat yang berwenang (bagl Sekolah Negerl) dan darl;', Lo

, ketua yayasan (bag1 Sekolah Swasta) , e
L jc mermhkl Nomor Pokok Sekolah Nas1ona1 (NPSN), - ' S
- d. menerapkan Program Ramah Somal S |
e, menyusun proposal keglatan yang akan d1b1aya1 dengan 3

Dana Pendldlkan dar1 Pemerlntah Daerah dan -



- 1. bersedia menyu_sun Laporan }v}Pertanggungjawa}bén%'
- Penggunaan Dana Pendidikan seusia dengan ketentuan
: peraturan perundangan yang berlaku.

(2) I\egxatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf e
bukan merupakan keglatan lanjutan dan/atau kegiatan

~ gabungan dengan Kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan/ atau
dana masyarakat ,

Bagian Kedua
Usulan dan Seleks1 Sekolah Calon Penerlma Dana
Pendldlkan

Pasal 9

B Sekolah mengajukan Proposal Permohonan Dana Pendldxkan

dengan dllengkapl -

a. lRencana/Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Sekolah
tahun ber_]alan o

b. Keterangan sumber pemblayaan dan

c. Rincian kebutuhan dan peruntukan penggunaan Dana’
Pendldlkan ' '

Pasal 10
(1) Proposal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9 
dxsampalkan kepada Bupati melalm Kepala Dlnas | )
(2) Proposal Sekolah Negeri dltandatangam oleh Kepala
Sekolah, sedangkan sekolah swasta dltandatangam oleh'

Kepala Sekolah dan mengetahu1 Ketua Yayasan.

| Pasal 11 | |
(1) Dalam rangka mélakukan verifikasi terhadap proposal :
usulan Sekolah Bupat1 membentuk Tim Verifikasi. -~
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas
admlmstram pengajuan sesuai dengan ketentuan‘ -

dalam Pasal 8;



b. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiétan ‘y‘ang
‘disampaikan Sekolah dalam Proposal sehingga sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2); dan

C. menyusun Berita Acara ~ hasil verifikasi dan
menyampaikan" kepadé Bupati melalui Kepéla Dinas

untuk ditetapkan sebagai Penérima Dana Pendidikan.

'Bagi_an Ketiga

Penetapan Sekolah Penerima Dana Pendidikan -

Pasal ,12' :

(1) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa

rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(2) TAPD memberikan perUmbangan atas rekomendasi

sesuai dengan prlorltas ~dan kemampuan keuangan
Daecrah sebelum Kebijakan Umum Anggaran/Plafon
Perubahan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) ditetapkan.

Bagian. Keempat

Pencauran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pendldlkan

Pasal 13

Dalam rangka Pencairan, penyaluran, dan penggunaan Dana

'Pend1d1kan, Sekolah wapb melengkap1 persyaratan ‘sebagai

berikut: .

a.

‘Kepala Sekélah wajib menandatangani (NPHD) antara

Sekolah penerima hibah dengan Pemerintah Daerah.

kwitansi penenmaan Dana yang bermateral cukup dan

- dltandatangam oleh Kepala Sekolah;

surat pernyataan bertanggung _]awab dari Kepala Sekolah

 penerima bantuan Hibah atas penyaluran atau

- pengeluaran dana; dan

menandatangani Pakta ‘Integritas."

Pasal 14

P’enggunaan Dana Pendidikan yang masuk ke Rekening atas

nama Sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekolah.



Fin T L BABVII | SR
. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN .

Pasal 15

. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Pendldlkanj o
dlsampalkan kepada Bupat1 melalm PPKD dengan tembusan_: - _

' 'Kepala Dmas pallng lambat tanggal 10 pada bulan Januanfa’_.fv:}. o
tahun anggaran berlkutnya ‘ ' |

i BABVIII } e
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

: Pasal 16 .

.Kepala Dlnas Wajlb melaporkan secara berkala pelaksanaan '
- penyaluran Dana Pendldlkan setlap 6 (enam) bulan kepada' . o

o '3 1::‘ vBupatl melalul Sekretarls Daerah

Pasal 17

-~

- Dinaé Pend1d1kan da}f‘?} Kebudayaan melakukan .
L momtonng dan evalua51 atas pembenan Dana |
: Pendldlkan ST = . o . ,

| '."1';(2)"_Dalam rangka pelaksanaan momtormg dan evaluasx
o pemberlan Dana Pendldlkan sebagalmana dlrnaksud;,:” )
,fpada aYat (1), Kepala Dlnas dapat mernbentuk 'I‘1m
o Momtormg dan Evaluasu | e e
- (3) .Hasﬂ morutormg dan evalua31 sebagalmana dlmaksud‘
| »,pada ayat (1) dlsarnpalkan kepada Bupatl dengan'-:-;»‘.if ] )
o ternbusan kepada Inspektur yang mempunyal tugas dan e

‘ fung31 pengawasan



N

 BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1‘8, |
Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. o
Agar = setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Pcraturan Bupat1 ini dengan penempatannya

‘dalam Berita Daerah Kabupatcn Karanganyar

Dltetapkan d1 Karanganyar

pada tanggal 19 :]WW’ M}“




